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KEPALA DESA MLARAS
KABUPATE!JI JOMBANG
PERATURAN DESA MLARAS
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLARAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran :Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan; '




Menetapkan

10.

11.

12.

13.

L]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
lr.-.fit:!.mg3 F'ednmnn‘ Teknis Peraturan Di Desa |
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pe
_ ' , Pembangunan Daerah i
I_-d(an Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tcnt:ngT]g;ll;ggal
ewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewcnafg:i

Lokal Berskala Desa (Berita N :
Tahun 2015 Nomor !585; ¢gara Republik Indonesia

Tahun 2014
Berita Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri

geri Nomor 82 Tahun 20
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala De};i
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/DJ);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D};

Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 57 /D).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLARAS

dan
KEPALA DESA MLARAS,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

15
2.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Desa adalah desa Mlaras.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.




3. Kepala Desa adalah Pejabat

i P& i
mempunyai wewenang, tugas menntah  Desa

: ¥an
dan  kewajiban untul%

menyelenggarakan rm

ah tangpa
melaksanakan tugas dari Pemeriﬁglah dDEsanya ~dan
Daerah. an Pemerintah

4. Perangkat Desa adalah unsur
stal yan
E.‘-_esa dzflarn penyusunan kebijakan dgnmﬁl:ot:%?m Kepala
diwadahi dalam Sekretariat Desa dan s
tugas Kepala D : qnsur pendukung
' ep €sa dalam pelaksanaan kebijakan
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis d e
kewilayahan. SRR
5. IsétafalDegak st_.dalah unsur pembantu Kepala Urusan dan
dep d&'b ehm yang melaksanakan tugas tertentu diangkat
an diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keput
Kepala Desa. ¥ RIS
6. Dusun ada]ah_bag:ian wilayah dalam Desa dengan batas-
batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa. .
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut

BPD adalah BPD Mlaras.
BAB 11
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2
(1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
atas :
a. Sekretaris Desa;
b. Pelaksana Teknis; dan
¢. Pelaksana Kewilayahan.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

(1) terdiri

Pasal 3

(1) Sekretaris Desa sebagaimana d
(2) huruf a dibantu oleh:
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum,;
b. Kepala Urusan Keuangan; dan
c. Kepala Urusan Perencanaan.
(2)Pelaksana Teknis sebagain_lana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b, terdiri dart:
a. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala Scksi Kesejahteraan; dan
c. Kepala Seksi Pelayanan.
Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf ¢, terdiri dari:
a. Kepala Dusun Mlaras ;
b. Kepala Dusun Kaliwungu;
c. Kepala Dusun Medo;
d. Kepala Dusun Gandu;

imaksud dalam Pasal 2 ayat



(1)

(2)

(3)
(4)

(S)

(1)

2

(1)

(2)

BAR III
HEDUDUKAN

Pasal 4
Kepala Desa berkedudukan secbagai Kepala Pemerintah
gesa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
€54,

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat
Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat

Desa.

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat desa

Kepala Dusun berkedudukan gebagai unsur pembantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Decsa memiliki fungsi-fungsi sebagai

berikut:

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan
bidang pendidikan, kesehatan.

¢. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,
sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan. ;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi
dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 6

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam

bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala

Urusan,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud



(1)

(2)

(1)

pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi
i3

a. melaksanakan urusan

naskah, admini i e Seporu. tata
nistrasi surat men i
ekspedisi. yurat, arsip, dan

b. melaksanakan ' uru
administrasi perang;:f de:Tu;lenyi?:g:m e

H arn
p:rangka_t _ desa_l dan kantor, pcnjriapaﬁras;rm
pengadministrasian  aset, inventarisasi erjal .
dinas, dan pelayanan umum. e

e; mdinla&kganakgn urusan keuangan seperti pengurusan
admimistrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa
Pf.':ra.ngkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa:
lainnya.

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

Kepala Urusan bertugas membantu seckretaris desa
dalam wurusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi
seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti
tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan
ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa,
penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian '  aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa,
perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa
lainnya.

c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki  fungsi
mengkoordinasikan  urusan perencanaarn, seperti

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
Desa, menginventarisir data-data dalam rangka_l
pembangunarn, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan
Pasal 8
Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa
pelaksanaan tugas di wilayahnya.

dalem



6

(2)  Untuk meluk
sanakan (ugas sebups '
ayat (1) Kepala Dusun memiliki [Lj:;:::l'm“ .
a. pembinaan ketentraman dn ter

maksud pads

n ketertiban, pelaksan

LUpaya perlindungan !
) I"“ﬂﬁ'urﬂkal, il

kljptﬂduclukﬂn, dan  penataan dan mohilitas

wilayah. Pengeloluan

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan dj wilayahn
; i,
C. mclallcaanakan pembinaan kemasyarakatan d T
meningkatkan kemampuan dan ]-c:-suu:lﬁ|l ==
masyarakat dalam menjaga lingkungannya. T

d. melakulkan vpaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam_ menunjang  kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

(1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional..

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Scksi mempunyai
fungsi:

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi
melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban,  pelaksanaan upaya  perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan
pengelolaan  wilayah, serta  pendataan  dan
pengelolaan Profil Desa.

b. Kepala scksi kesejahteraan mempunyai fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang  pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ckonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

¢. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya
partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial

budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan.
BAB V '
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), scbaga%mana. 1er_cantum
pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan




dari Peraturan Desa ini.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundﬂngan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh
gekretaris Desa.

Ditetapkan di : MLARAS
pada tanggal : 31 JANUARI 2017

Diundangkan di : MLARAS

pada tanggal

. 2 PEBRUARI 2017

Pj.SE ARIS DESA MLARAS

LEMBARAN DESA MLARAS TAHUN 2017 NOMOR 2/D




PEMERINT
AH KABUPA
KECAMATAN S TEN JOMBANG

BADAN PERMUSYAwap s tO

0.11 KodePog 61483
KEPUTUSAN BADAN PERMU

SYAWARA
KECAMATAN SUMOBITO KABUPATIN Eﬁﬂéﬂ' T
G

NOMOR : 188 / 2/ 415.68.7 / BPD / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN ARAS
PERA'
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA mgﬂgﬁﬁgﬁ
DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLARAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusuiﬂar:
Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk
Menetapkan Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan
Desa Mlaras Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa,

Mengingat  : | ypdang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54935);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor S
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tehun
7014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoncsia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indongsia Nomor 5539) sebagaimand telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);




- e

KES&‘{U

4. Pera i
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Pen
yusunan dan P
Profil Desa/Kehirahan; endayagunaan Data

5. .
:‘eramran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
;ntang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 83 Tahun 2015
mberhentian Perangkat

tentang Pengangkatan dan Pe
Tahun 2016

Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
rganisasi dan Tata Kerja Pemerintah

tentang Susunan O
Indonesia Tahun 2016

Desa (Berita Negaia Republik
Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tabun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
g Tahun 2016 Nomor 1/D);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Neomor 2 Tahun
atan Desa (Lembaran

2016 tentang Badan Permusyawar.
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penctapan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);

13.Peraturan Bupati Jombang Nemor 57 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang

Tahun 2016 Nomor 57/D).

Organisasi
Kabupaten Jomban

MEMUTUSKAN

Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Mlaras
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa menjadi Peraturan Desa Mlaras tentang Susunan
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dana Tata Kesja Pemerintal fess

Keputusan inh mulal berlakoo sejak tingeal ditetapiean

JANUABT 2617
ARATAN DESA




li

B

Nomor -

180/ 2/ 415
68,
Nomar 7 /2017

180/ 2 /415687 / BPD / 2017

KESEp
KEPALA DESA py qpy BERSAMA

DAN BPD MLARAS
TENTANG

| M. IKHROM BAHRUDIN KEPALA DESA MLARAS dalam hal ini

bertindak atas nama Pemerintah Desg
MLARAS selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA
{I. SYAIFULLOH . KETUA BPD DESA MLARAS
EDI SUPRIONO : WAKIL KETUA BPD DESA MLARAS

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tclah membahas dan menyetujui
Peraturan Desa Mlaras tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa —----mimmmc i e an e e na s me R e

2. PIHAK PERTAMA akan menyampéikan kepada Bupati L{ombatng untuk
mendapat pengesahan seclambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini «s-e=essemmcaimm e cmsmos st ——

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
a) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya---------------

WAKIL KET%EFD MLARAS
!

EDI SUPRIONO




LAMPIRAN: PERATURAN DESA NMLARAS
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 JANUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS] PEMERINTAH DES AMLARAS

BADAN K
PERMUSYAWARATAN EFALADERA
DESA
I SEKRETARIS DESA ]
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi J
Pemerintahan i |
HERE N PaRyaian Kepala Urusan Kepala Kepala
Tata Usaha dan Urusan Urusan
Umum Keuangan Perencanaan
KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN

MLARAS KALIWUNGU MODQ GANDU
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